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DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG  KABUPATEN DEMAK

NOMOR :  142 /02/ 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKI))
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2025

KEPALA DESA TEMPEL
SELAKU

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

:    a.      bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan  Bupati Nomor 53  Tahun
2022  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  bahwa  Kepala  Desa  selaku  Pemegang
Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangali  Desa  mempunyai  kewenangan  menetapkan  PPKD

(Pelaksana  Pengelolaan   Keuangan   Desa)   dari   unsur   PeTangkat   Desa  yang   terdiri
Sekretaris Desa, Kaur dan Kapala Seksi dan Kaur Keuangan.

c.     baliwa   untuk   melaksanakan   tugas   PPKD   telah   terdapat   beberapa   personil   yang
dipandang mampu melaksanakan tugas sebagal PPKD Desa Tempel Tahun 2025 .

d.     bahwa PPKD  sebagaimana pada hunif   b perlu dituangkan dalam  Keputusan Kepala
Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak,

:     I.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2024 tentang
Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2024  Nomor  77,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2.    Undang-Undang   Nomor    23    Tahun    2014    tentang    Pemerintahan    Daerah
sebagalmana   telch   diubah   beberapa   kali,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor  6   Tahun  2023   tentang   Penetapan   Perafuran   Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  tentang  Cipta Keria menjadi  Undang-
Undang   a,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2023   Nomor   41,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   6856);Peraturan
Pemeriutah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapafan dan Belanja Negara;

3.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Talun  2014  tentang  Perat`unn  Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014 tentang Desa sebagainana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11   Tahun  2019
tentang  Perubahan  Kedua  alas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  Tahun  2014  tentang
Desa qembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 I);Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Perattmn Pemerintah NomoT 60 Taliun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



4.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );;

5.     Peraturan  Bupati  Demak Nomor 51  Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan   Desa   sebagalmana   telah   diubah   beberapa   kaLi   terakhir   dengan
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturm  Bupati  Demak Nomor 51  Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan   Desa   (Berita   Daerah   Kabupaten   Demak   Tahun   2022   Nomor
53);Peraturan   Menteri   Desa,   Pembangunan   Daerah   Ter(inggal,   dan   Transmigrasi
Nomor  1  Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasai.kan  Hak Asal Usul  dan
Kewenangan Lokal BeTskala Desa;

6.     Peraturan  Bupati  Demak Nomor 62  Tahun  2024 tentang Pedoman  Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 a3erita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2024 Nomor 62);

7.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak  No.7  Tahun  2020  tentang  Kedudukan,  Tugas
Pokok Dan Fungsi ( Tupoksi ) Setiap Jabatan Dalam SOTK Pemeriotah Desa;

8.     Peraturan  Desa  Tempel  Nomor  I  Tahun  2023  tentang  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;

9.     Peraturan Desa Tempel   Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelangan Tahunan Atas
Garapan  Tanah  Kas  Desa  di  Desa  Tempel  Kecamatan  Wedung  Kabupaten
Demak Tahun 2024;

10+   Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tchun 2019 tentang mftar Kewenangan Desa
Berdasarkan  hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa  di  Desa
Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

11.   Peraturan   Desa   Tempel   Nomor   03   Tahun   2024   tentang   Rencana   Kerja
Pemerintah Desa Tempel (RKPDes) Talun 2025.

12.   Peraturan  Desa  Tempel  Nomor 03  Tahun  2024  tentang  Anggaran  Pendapatan
Belanja Desa Tempel (APBDes) Talun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Menunjuk Nana-nana yang tersebut di bawah ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa (PPKD) Desa Tempel Kecalnatan Wedung Kabupaten Demck Tahun 2025, terdiri dari:
1.   Kordinator                :     Sekretaris Desa
2.   Pelaksana Kegiatan Anggaran terdiri

a.     KaurTatausahadan umum
b.     Kasi Kesejahteraan Rakyat
c.      Kasi pe]ayanan
d.      Kasi pemerintahan

( Sri Wahyuningsih, SE)

( M. Suntman )
( Ahmad Salim )
( Khiri )
( Joko Pranono, Spd )

Nama-Nana  Pelaksana  Kegiatan   dana  jenis-jenis   kegiatan   yang   menjadi  tanggung

jawabnya adalah  sebagainana tercantum dalam ]ampiran keputusan ini ,
3.   KaurKeuangan      :     me]aksanakan fungsi kebendaharaan         ( Sudaryanto )

Tugas PPKD sebagaimana pada diktum KESATU adalali sebagai berikut :
1,     Sekretaris Desa selaku Kordinator PPKD, mempunyai tugas :

a.     penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b,     penyusunan rancangan APE Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
c.     penyusunan rancangan  peraturan Desa tentang APB  Desa,  perubahan APB  Desa.

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



KETIGA

KEENIAT

d,     penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penj aharan APB Desa;

e.     tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
f.      penyusunan     laporan     keuangan     Desa     dalam     ran9ka    pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa.
9.     melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
h.     melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
i.      melakukan verifikasi terhndap bukti-bukti penerinaan dan pengeluaran APB Desa.

2.     Pelaksana Kegiatan Anggaran, mempunyai tugas :
a.     melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran beLanja

sesuai bidang tugasnya;
b.     melaksanakan anggarm kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c.      mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d.     menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e.     menandatangani pejanjian keria sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa

untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f.      menyusun    laporan    pelaksanaan    kegiafan    sesuai    bidang    tugasnya    untuk

pertanggungj awaban pelaksanaan APB Desa.

3.     Kaur Keuangan : melaksanakan fungsi kebendaharaan, al meliputi :
a.     menyusun RAK Desa; dan
b.     melakukan  penatausahaan  yang  meliputi  menerima,  menyimpan,  menyetorkan  /

meinbayar,      menatausahakan      dan      mempertanggungjawabkan      penerimaan

pendapatan Desa dan pengeluaran dalam ran8ha pelaksanaan APB Desa.

Segala  biaya yang timbul  sebngai  akibat  dikeluarkannya KepLrfusan  ini  dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlalai pada tanggal ditetapkan.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:
1.    Canal  Wedung

2.     Ketua BPD Desa Tempel
3.    PPKD Desa Tempel untuk menjadi pedoman
4.    Arsip.



Lampiran  :        Keputusan Kepala DesaTempel
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
SeLaku    Pemegang    Kekuasaan    Pengelolaan
Keuangan Desa Tempel
Nomor        :142/02/2025
Tanggal      : 02Januari2025

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGGUNG JAWABNYA

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAIIUN ANGGGARAN

NO
NANAPELAKSANAKEGIATAN JABATANDALAMPERANGJIA

NAMA KEGIATAN YANG MENJAI)I TANGGUNG JAWABNYA

. SurathanhmanSatin Kaur TataUschadanUmum I.   Bidang penyelenggann pclnerintal]an Desa
1.   Penyediaan Penghasilan Tctap dan Tunjangan.Kepala Desa
2.   Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

.   Penyediaan Jamjnan Sosial bagi Kepala Desa dan Peranghat Desa

.   Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dl])
5.   Penyediaan Tunjangan BPD
6.   Penyediaan Operasional BPD (rapat ATK, Makan Minun, Pakaian Serngam,

Listrik dll)
7.   Penyediaan Insenticoperasional RTRW
8.   Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Desa

.   Pelayanan Administrasj Umum dan Kependudukan

10. Pemetaan dan Analjsis Kemiskirm Desa secara Parrisipatif
11. Penyelenggaraan Musyawarah PeTencanaan Desa/Pcmbahasan APBDes

(Reguler)
12.PenyelenggaraanMusyawaranDesaLainnya(Musdus,rembugdesaNon

Re8uler)
13.PenyusunanDokumenPerencanaanDesa(Rrmoesa/RKPDesadll)
14. Penyusunan Dokunen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
15. Pengelolaan Adminisfrosi/ Inventarisasi/Penilalan Asct Desa
16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan lnformasi Kepada Masyarakat
17. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Jlesa
18. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

KaslKesejahterannRakyat .  Bidang Pelaksaliaan Pen I)angt[nan Desa
I.   Pemeliharaan Embung Mi]ik Desa.PemeliharaanPrasaranaJalanDesa (Gorong-gorong/Selckan/F'ariuninase dll)

3.   Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja]an Desa
.   Pembangunanmehabilitasi/Peningkatanpenger±i Jalan Uscha Tani

5.   PembangunanAlehabilitasin'eningkatanmengeraLsan Jembatan Milik Desa **)
.   Pembangunan Gedung Serba Guna Lanjutan

7.   Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
8.   Pemb`ratan dr Pengelolaan Jatngan/Instalasi Komunikasi dan lrformasj Lokal

Desa
.   Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

10.Pengadaan/Pembangunan/pengembangan/PemeliharanJaringanlntemet
untuk Warga Desa

anrl KaslPe[ayaman         15 11. Bidang Pchksanaan Pen bangunan Desa
.   Penyelenggaran PAUD/IK/IPA/IKA/I`PQAIadrasah NonFormal Milik Desa

quonor, Pckaian dll)
.   Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
.   Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Mayarakat
.   Dukungan Pendidikan bagi Siswa MiskinreeipTestasi
.   Dukungan Pelaksanaan Program PembangunanAlehab Rumah Tidak Layak

Huni GAKIN



.   Pembangunan/Rehabilitasimeningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampali

.   Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/
Penerangan Desa

8.   Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

[[[.Bidang Pen binaan Kemasyarakatan

1.   Fasilitasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan
Masyarakat Desa

.   Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia Q'M[)

.   Penyelenggaran Festival Keserian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,
Raya Keaganaan dll)

.   Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
5.   Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lalrmya

.   Pembinaan kerukunan umat beragana
7.   Pembinaan Karangtanina/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
8.   Pembinaan LKrofrpM/LPMD
9.   Pembinan PKK

®ko Pramono, SpdKasiPemerintaban IJ.  Bidang Pe[aksanaan P€ml)al)gunan Desa
I.   Penyelenggararl Pos Kesehatan Desa/PoLindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,

dsb)
.   Penyelenggaraan Poeyandu (Mlm Tambahan, KLs Bumil, Lamsia, Insentif)
.   Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mary, Tenaga dan Kader

Kesehatan dll)
.   Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan
.   Pengasuhan Bersama atau Bina Keluanga Balita (BKB)
.   Penyelenggaraaii posbindu
IV.-Bidang Pent)erdayaan Magyankat

1.   Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Ltimb`mg Desa d]l)
.   Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
.   Fasilitasi terhadap kelompok-keLompck rentan, kelompok masyarakat miskin.

I)erempuan, anck dan difthel
.   Pengembangan/ Promosi Prnduk Unggulan Desa
.   Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Oelatihan yg dilaksanakan olell Pemdes)
V.-Bidang PenangguLangan Bencana, Daruiut Dan Mendesak Desa
I. Kegiatan Penanggulanan Bencana
2, Kegiatan Penanganan Keadaan Danmt
3 . Kegiatan Penanganan Kcadaan Mendesak
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